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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pendlitian maka dapat disimpulkan bahwa pemberian
hak milik atas tanah untuk perumahan dosen pegawa negeri Universitas

Tanjungpura berdasarkan KMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1998 ternyata belum

mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Faktor-faktor yang menyebabkan

tidak terwujudnya tertib administrasi pertanahan karena:

1. Sebagian besar dosen Untan yang mendaftarkan hak milik atas tanah yaitu
sebesar limapuluh delapan persen (58 %) tidak menyertakannya  Surat
Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah
untuk rumah negara golongan |1l Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
cqg Universitas Tanjungpura dari Departemen Pekerjaan Umum yang menjadi
salah satu syarat dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk rumah tinggal
yang dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah.

2. Pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kurang dan
tidak adanya koordinasi yang baik dalam pemberian hak milik atas tanah
untuk perumahan dosen pegawal negeri Untan antara Kantor Pekerjaan
Umum, Kantor Pertanahan dan Rektorat Untan.

3. Masyarakat sendiri dalam hal ini dosen pegawai negeri Untan yang
mendaftarkan hak milik atas tanahnya tidak disertai SK Penyerahan hak milik
rumah negara golongan Il dan pelepasan hak atas tanah tidak mengetahui
secara lengkap aturan KMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1998  yang
menyebabkan terjadi kesalahpahaman. Surat Keputusan Penjualan dan

penetapan harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanahnya dianggap
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sebagai Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak
Atas Tanah. Kondisi tersebut menyimpang dari aturannya yakni
KMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1998 mengenai prosedur dalam pendaftaran
hak milik atas tanahnya sehingga tertib administras pertanahan tidak dapat

terwujud dengan baik.

B. Saran

Masukan bagi para pihak yang terkait dalam pengurusan perumahan
Untan yakni Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kantor Pekerjaan Umum Kota
Pontianak, dan Rektorat Untan untuk berkoordinasi dan saling memberikan
informasi terhadap instansi lainnya tentang kelengkapan administrasi yang perlu
disertakan dalam proses pemberian hak milik atas tanah untuk rumah negara
golongan 11 di lingkungan Universitas Tanjungpura.

Memahami aturan hukum yang berlaku sebagal aparatur negara untuk
pelaksanaan tugas negara perlu ditingkatkan. Masyarakat umum perlu
mengetahui dan memahami aturan yang benar mengenai hukum positif yang
berlaku di Indonesia. Sosialisas tentang aturan hukum yang berlaku dan
penjelasan yang benar juga menjadi tugas para pihak yang terkait tersebut supaya
selanjutnya masyarakat khususnya pegawai negeri yang akan melaksanakan
pendaftaran hak milik dapat mengetahui prosedur dan tata cara yang benar sesuai

dengan aturan yang berlaku demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan.
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